BAB II

LANDASAN TEORI
A. Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
1. Pasal 39 ayat (1)

Pasal 39 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.
 
Perceraian yang sah menurut Undang-undang hanya dapat dilakukan di depan pengadilan, yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang-undang disini adalah a. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam b. Pengadilan Umum bagi yang lainnya
. (Pasal 63 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974)

Hal itu diperlukan untuk mengetahui apakah perceraian itu dilakukan dengan terpaksa atau tidak, ucapan talaknya benar atau tidak, demikian juga seorang istri yang meminta cerai kepada suaminya dengan cara bersedia membayar suaminya dengan iwadl tentu perlu diketahui terlebih dahulu besar iwadl dan apakah iwadlnya itu disetujui atau tidak oleh suaminya. Demikan juga perceraian akibat li’an yang harus didahului oleh proses tuduhan dan pemeriksaan saksi dan sumpah yang harus dilakukan pada suatu kondisi dan proses tertentu, demikian juga putusnya hubungan suami istri akibat dzihar
� Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, cet. Pertama, (Bandung ; Citra Umbara, 2007), 16


� Ibid, 25
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